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ABSTRACT 

In Indonesia, the effectiveness of the civil procedural law process in debt proceedings in the District Court is very 

important. This legal process seeks justice and legal certainty for the parties to a debt dispute. Civil procedural law 

regulates the actions of plaintiffs and defendants from the filing of a lawsuit to the execution of a judgment. Clear 

regulations should help parties understand their rights and responsibilities, making dispute resolution easier. With 

the growing complexity of economic relationships and the increasing number of debt and credit disputes, it is 

important to evaluate the effectiveness of the civil procedural law process in resolving these cases in the district 

courts. This article will discuss various aspects of the civil procedural law process, the challenges faced, as well as 

recommendations to improve the effectiveness of debt and credit dispute resolution. 
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 ABSTRAK 

Di Indonesia, efektivitas proses hukum acara perdata dalam proses utang di Pengadilan Negeri sangatlah penting. 

Proses hukum ini mengupayakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam sengketa 

utang. Hukum acara perdata mengatur tindakan penggugat dan tergugat mulai dari pengajuan gugatan hingga 

pelaksanaan putusan. Peraturan yang jelas harus membantu para pihak memahami hak dan tanggung jawab mereka, 

sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah. Dengan semakin kompleksnya hubungan ekonomi dan 

meningkatnya jumlah sengketa utang piutang, penting untuk mengevaluasi efektivitas proses hukum acara perdata 

dalam menyelesaikan kasus-kasus ini di pengadilan negeri. Artikel ini akan membahas berbagai aspek dari proses 

hukum acara perdata, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian 

sengketa utang piutang. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Hukum Acara Pidata, Utang Piutang, Peradilan Negeri 
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 PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari, utang piutang merupakan hal yang umum terjadi, baik dalam konteks 

individu maupun bisnis. Dalam KUHPerdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam 

meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan 

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu barang-barang yang 

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Namun, ketika kesepakatan utang piutang 

tidak dipenuhi, konflik dapat muncul dan memerlukan penyelesaian hukum. Proses hukum acara perdata 

menjadi salah satu jalur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ini. Di Indonesia, Pengadilan 

Negeri (PN) berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus perdata, termasuk utang 

piutang. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi seberapa efektif proses hukum ini dalam 

memberikan solusi yang adil dan cepat bagi pihak-pihak yang terlibat. Proses ini bertujuan untuk mencapai 

penyelesaian yang cepat, sederhana, dan biaya efektif, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

Efektivitas proses hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang piutang di Pengadilan Negeri 

menjadi isu penting dalam sistem peradilan Indonesia. Proses hukum ini bertujuan untuk memberikan 

keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa utang piutang. Dalam hal ini, 

hukum acara perdata mengatur prosedur yang harus diikuti oleh penggugat dan tergugat, mulai dari 

pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan setiap 

pihak dapat memahami hak dan kewajibannya, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan 

dengan lancar. Efektivitas proses hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang piutang di 

Pengadilan Negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti prosedur hukum yang berlaku, waktu 

penyelesaian kasus, biaya yang harus ditanggung oleh para pihak, serta kualitas putusan yang dihasilkan. 

 Salah satu aspek kunci dari efektivitas proses hukum acara perdata adalah efisiensi waktu dan biaya. 

Pengadilan Negeri berupaya untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang wajar, dengan target 

penyelesaian kasus perdata tidak melebihi enam bulan sejak gugatan diterima. Hal ini penting untuk 

menghindari penundaan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, melalui mediasi dan 

negosiasi, pengadilan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum memasuki tahap 

persidangan yang lebih formal dan mahal. Dengan demikian, prinsip cepat, sederhana, dan biaya efektif 

menjadi landasan dalam penyelesaian perkara utang piutang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam 

tentang efektivitas proses hukum ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan sistem peradilan di 

Indonesia. Dengan semakin kompleksnya hubungan ekonomi dan meningkatnya jumlah sengketa utang 

piutang, penting untuk mengevaluasi efektivitas proses hukum acara perdata dalam menyelesaikan kasus-

kasus ini di pengadilan negeri. Artikel ini akan membahas berbagai aspek dari proses hukum acara perdata, 

tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa utang 

piutang. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri 

Hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa utang piutang di 

pengadilan negeri. Dengan adanya prosedur yang jelas dan perlindungan hak-hak semua pihak, diharapkan 
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sengketa utang piutang dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan 

kepastian hukum. Berikut adalah beberapa peran dan tujuan utama dari hukum acara perdata dalam 

penyelesaian kasus utang piutang di pengadilan negeri, diantaranya: 

 

Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum 

Salah satu tujuan utama hukum acara perdata adalah untuk menjamin keadilan bagi semua pihak 

yang terlibat dalam sengketa. Dalam kasus utang piutang, hukum acara perdata memberikan mekanisme 

bagi kreditur untuk menuntut haknya dan bagi debitur untuk membela diri. Proses ini memastikan bahwa 

setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka di 

hadapan hakim.  

Untuk mengajukan gugatan perdata wanprestasi, pihak penggugat harus menggunakan dasar-dasar 

hukum yang jelas. Misalnya, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

menyebutkan bahwa wanprestasi terjadi jika debitur (pihak yang berhutang) tidak membayar hutang sama 

sekali, hanya membayar sebagian saja, membayar tetapi tidak tepat waktu, atau melakukan sesuatu yang 

dilarang dalam perjanjian hutang piutang.  Dengan menggunakan dasar hukum ini, penggugat dapat 

membangun argumentasi yang kuat untuk mendapatkan keputusan yang positif. 

 

Menyediakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Hukum acara perdata menyediakan prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa utang 

piutang, termasuk langkah-langkah seperti pengajuan gugatan, persidangan, dan putusan pengadilan. 

Dengan adanya prosedur ini, kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi jika debitur tidak memenuhi 

kewajibannya, sehingga dapat meminimalisir konflik yang lebih besar. Proses ini juga membantu mencegah 

tindakan sepihak yang dapat merugikan salah stau pihak. 

 

Melindungi Hak-Hak Pihak Terlibat 

Kemudian hukum acara perdata berperan untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur. Kreditur 

berhak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sementara debitur 

juga dilindungi dari tuntutan yang tidak berdasar atau tidak adil. Hal ini tercermin dalam ketentuan hukum 

yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan konsekuensi dari wanprestasi. 

 

Mendorong Penyelesaian Secara Damai 

Sebelum membawa kasus ke pengadilan, para pihak diharapkan untuk mencoba menyelesaikan 

sengketa secara damai melalui negosiasi atau mediasi. Hukum acara perdata mendorong penyelesaian 

alternatif ini sebagai langkah awal sebelum proses litigasi, sehingga dapat mengurangi beban pengadilan 

dan memfasilitasi hubungan baik antara kreditur dan debitur. 

 

Menyediakan Dasar Hukum untuk Penegakan Putusan 

Setelah pengadilan memutuskan suatu perkara, hukum acara perdata memberikan dasar hukum bagi 

kreditur untuk mengeksekusi putusan tersebut. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah 

putusan, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan 

tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian 

sengketa tetapi juga sebagai sarana penegakan hukum. 
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Selain itu, penting untuk memahami batasan-batasan hukum yang berlaku dalam penyelesaian kasus 

utang piutang. Misalnya, tidak semua kasus perdata yang berasal dari perjanjian kontrak dapat masuk ranah 

pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lanjut untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk 

dalam ranah keperdataan atau pidana, seperti yang dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Nomor 4/Yur/Pid/2018. 

 

Proses Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri 

Proses penyelesaian kasus utang piutang di Pengadilan Negeri merupakan langkah hukum yang dapat 

diambil ketika upaya penyelesaian secara informal atau mediasi tidak berhasil. Kasus utang piutang sering 

terjadi dalam masyarakat, baik antara individu maupun antara individu dan badan hukum. Ketika debitur 

tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang sesuai dengan perjanjian, kreditur berhak untuk 

mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses ini dimulai dengan pengajuan surat gugatan yang ditandatangani 

oleh penggugat atau kuasanya, yang kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

Setelah gugatan diajukan, tahap selanjutnya adalah pendaftaran perkara. Pengadilan akan memeriksa 

kelengkapan dokumen dan memberikan nomor registrasi pada gugatan tersebut. Penggugat diwajibkan 

untuk membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh pengadilan. Jika penggugat tidak 

mampu membayar, mereka dapat mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo. Pada tahap ini, 

penting bagi penggugat untuk memastikan bahwa semua dokumen dan bukti yang diperlukan telah 

disiapkan untuk mendukung klaim mereka. 

Setelah pendaftaran, proses persidangan akan dimulai. Pengadilan akan menetapkan jadwal sidang 

dan memanggil para pihak untuk hadir. Pada sidang pertama, hakim akan melakukan pemeriksaan 

pendahuluan untuk menentukan apakah ada kemungkinan perdamaian antara kedua belah pihak. Jika 

perdamaian tidak tercapai, maka proses persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan saksi 

yang diajukan oleh masing-masing pihak. Hakim memiliki peran penting dalam mengarahkan jalannya 

persidangan agar berjalan lancar dan adil. Setelah semua bukti diperiksa, hakim akan memberikan putusan 

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Putusan ini dapat berupa perintah bagi debitur 

untuk membayar utangnya beserta bunga atau denda jika ada ketentuan dalam perjanjian. Jika debitur tetap 

tidak memenuhi putusan tersebut, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk 

melaksanakan putusan tersebut melalui penyitaan aset debitur. Proses eksekusi ini juga diatur oleh hukum 

acara perdata dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Adapun kasus nyata mengenai proses penyelesaian utang piutang di Pengadilan Negeri dapat dilihat 

dari kasus yang melibatkan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, yang digugat oleh Darmiati Tansilong. Kasus 

ini bermula pada tahun 2012 ketika Subandi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pabean, 

meminjam uang sebesar Rp 1 miliar dari penggugat untuk pengembangan properti. Dalam perjanjian, 

Subandi berjanji untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu enam bulan dengan tambahan 

bunga Rp 10 juta per bulan. Namun, setelah enam bulan berlalu, Subandi tidak memenuhi kewajibannya 

dan malah meminjam lagi Rp 1 miliar dan kemudian Rp 475 juta, dengan janji pengembalian yang tidak 

ditepati. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, terungkap bahwa Subandi telah 

mengakui utangnya, namun ia juga menunjukkan bahwa ia telah melakukan pembayaran angsuran. 

Meskipun demikian, pengacara penggugat menegaskan bahwa terdapat wanprestasi karena Subandi 

seharusnya melunasi utangnya dalam waktu yang telah disepakati. Sampai tahun 2020, sisa utang yang 

belum dibayar oleh Subandi masih mencapai Rp 1,1 miliar, belum termasuk bunga yang dijanjikan. 
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 Sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo berlangsung dengan agenda pembacaan kesimpulan dan 

dijadwalkan untuk dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa 

meskipun Subandi telah melakukan beberapa pembayaran, ia tetap dianggap melanggar perjanjian karena 

tidak memenuhi tenggat waktu yang telah disepakati. Hal ini menjadi dasar bagi penggugat untuk meminta 

putusan hukum agar Subandi diwajibkan membayar sisa utangnya beserta bunga. Kasus ini mencerminkan 

bagaimana proses hukum acara perdata di Indonesia berfungsi dalam menyelesaikan sengketa utang 

piutang. Pengadilan Negeri berperan sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dengan mendengarkan 

argumen dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan. Selain itu, kasus ini 

juga menunjukkan pentingnya perjanjian tertulis dalam transaksi keuangan untuk menghindari sengketa di 

kemudian hari. 

Keputusan akhir dari Pengadilan Negeri akan menjadi penentu bagi nasib kedua belah pihak. Jika 

hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat, maka Subandi akan diwajibkan untuk 

melunasi seluruh utangnya beserta bunga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebaliknya, jika 

putusan berpihak pada tergugat, maka penggugat harus menerima kenyataan bahwa tuntutannya tidak dapat 

dikabulkan. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata dari dinamika hukum acara perdata dalam proses 

penyelesaian utang piutang di Indonesia. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian 

Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri 

Efektivitas proses hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang piutang di Pengadilan Negeri 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini mencakup aspek hukum, 

administrasi, budaya pengadilan, serta sumber daya manusia. Memahami faktor-faktor ini sangat penting 

untuk meningkatkan kinerja pengadilan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam 

sengketa utang piutang.  

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas proses hukum adalah hukum acara perdata 

itu sendiri. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, seperti HIR (Herziene Inlandsch Reglement) 

dan RBg (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), sering kali dianggap kuno dan tidak mampu 

mengakomodasi perkembangan hukum modern. Kelemahan ini terlihat dalam proses eksekusi putusan yang 

terkadang memakan waktu lama, sehingga dapat menghambat pemenuhan hak-hak kreditur. Selain itu, 

adanya asas hakim pasif juga berpotensi merugikan pihak yang kurang memahami prosedur hukum, 

sehingga mereka tidak dapat membela haknya secara optimal. 

 Faktor kedua adalah administrasi perkara. Proses administrasi yang efisien sangat penting untuk 

mempercepat penyelesaian kasus. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan berkas perkara dapat 

meningkatkan kecepatan dan akurasi administrasi. Namun, banyak pengadilan negeri di Indonesia masih 

menghadapi kendala dalam hal fasilitas dan sumber daya, seperti kurangnya perangkat komputer dan sistem 

informasi yang memadai. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian putusan dan pengolahan 

dokumen, yang pada akhirnya merugikan para pencari keadilan. Kemudian, Budaya pengadilan juga 

memainkan peran penting dalam efektivitas proses hukum. Budaya organisasi di lingkungan pengadilan 

yang positif dapat menciptakan suasana kerja yang mendukung efisiensi dan profesionalisme. Nilai-nilai 

bersama, kepercayaan, serta norma-norma yang dijunjung tinggi oleh para hakim dan pegawai pengadilan 

akan berkontribusi pada terciptanya proses persidangan yang adil dan transparan. Sebaliknya, budaya 
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negatif atau adanya praktik-praktik korupsi dapat merusak integritas sistem peradilan dan mengurangi 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. 

 Terakhir yaitu sumber daya manusia di pengadilan juga merupakan faktor penting dalam 

menentukan efektivitas proses hukum. Ketersediaan hakim yang berkualitas dan terlatih sangat penting 

untuk menjaga kualitas putusan. Namun, sering kali jumlah hakim tidak sebanding dengan volume perkara 

yang masuk, sehingga mengakibatkan penumpukan kasus dan keterlambatan dalam penanganan perkara. 

Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan staf pengadilan perlu ditingkatkan agar mereka selalu 

siap menghadapi tantangan baru dalam dunia hukum. 

 

 Tantangan Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang  

Proses hukum acara perdata di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian kasus utang piutang, 

menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Lama Waktu Penyelesaian Perkara 

Salah satu tantangan utama adalah lama waktu penyelesaian perkara. Meskipun ada upaya untuk 

mempercepat proses, seperti penerapan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang penyelesaian 

perkara secara cepat dan biaya ringan, banyak kasus masih mengalami penundaan yang signifikan. 

Penumpukan perkara di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sering kali menyebabkan proses litigasi 

berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

peradilan. 

Adapun lama waktu penyelesaian sengketa ini merupakan dampak dari Cultural Ligitasi, yaitu 

merujuk pada preferensi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi tradisional 

daripada metode alternatif seperti mediasi atau negosiasi. Fenomena ini biasanya dipicu oleh kurangnya 

kesadaran masyarakat tentang opsi penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan efisien. Masyarakat 

sering kali lebih memilih jalur litigasi karena percaya bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan 

yang absolute. Preferensi masyarakat untuk litigasi meningkatkan beban kerja pengadilan, yang pada 

gilirannya dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa. Banyak kasus yang sederhana dapat 

diselesaikan dengan cepat melalui alternatif penyelesaian sengketa, tetapi karena pilihan masyarakat, 

mereka harus menunggu jeda waktu yang lama untuk mendapatkan keputusan 

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat 

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum. Banyak 

pihak yang terlibat dalam sengketa utang piutang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka 

dalam proses hukum. Pengetahuan yang minim tentang prosedur hukum sering kali mengakibatkan 

kesalahan dalam penyusunan dokumen atau ketidakmampuan untuk mengikuti prosedur yang benar. 

Akibatnya, banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara efisien justru terhambat oleh 

ketidakpahaman para pihak tentang cara kerja sistem hukum. Hal ini sering kali menyebabkan kesulitan 

dalam menyusun dokumen yang diperlukan atau mengikuti prosedur yang benar, sehingga memperlambat 

proses penyelesaian. Masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi tanpa 

memahami alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau negosiasi. 

Selain itu, kurangnya akses informasi tentang perubahan regulasi juga menjadi tantangan 

signifikan dalam efektivitas proses hukum acara perdata. Banyak masyarakat yang tidak menyadari adanya 

perubahan undang-undang atau aturan baru yang diberlakukan. Sosialisasi dari pemerintah sering kali 

kurang menyentuh lapisan masyarakat bawah, sehingga aturan-aturan penting tidak dipahami dengan baik 
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oleh sebagian besar rakyat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan program 

sosialisasi dan edukasi tentang hukum agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka serta kewajiban-

kewajiban berdasarkan regulasi terbaru. 

3. Infrastruktur dan Teknologi 

Permasalahan infrastruktur dan teknologi juga berperan dalam efektivitas proses hukum. Meskipun 

terdapat inisiatif untuk menerapkan sistem e-court untuk mempermudah proses pendaftaran dan 

persidangan, tidak semua pengadilan memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung sistem ini. 

Terdapat banyak pihak, termasuk advokat dan masyarakat umum, mengalami kesulitan dalam memahami 

dan menggunakan teknologi baru ini. Kurangnya sosialisasi mengenai e-court juga menjadi kendala, di 

mana tidak semua advokat atau pihak berperkara mengetahui cara menggunakan sistem tersebut dengan 

efektif. Hal ini berpotensi memperlambat proses litigasi dan mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat.  

 

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian 

Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri 

Untuk meningkatkan efektivitas proses hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang 

piutang, beberapa langkah perlu diambil, diantaranya: 

1. Penerapan Mediasi  

Mediasi harus menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, mediasi merupakan kewajiban yang harus 

ditempuh oleh para pihak sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Pengadilan perlu meningkatkan 

kapasitas mediator dan memberikan pelatihan untuk memastikan mereka dapat menjalankan proses mediasi 

dengan baik. Hal ini dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepat penyelesaian 

sengketa. 

 Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa selama ini belum diketahui dan dikenal 

oleh masyarakat dan juga belum di laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya ketentuan dalam 

pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBg, maka dalam hal ini hakim mempunyai peranan yang 

penting untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya. 

2. Evaluasi Prosedur dan Regulasi 

Regulasi yang mengatur hukum acara perdata perlu dievaluasi dan diperbarui untuk memastikan 

kesesuaian dengan praktik terbaik. Pengadilan harus memperhatikan aspek kejelasan dan konsistensi dalam 

penerapan hukum, sehingga semua pihak memahami prosedur yang berlaku. Selain itu, penguatan fungsi 

juru sita dalam melaksanakan putusan pengadilan juga penting untuk memastikan bahwa keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif. 

3. Penggunaan Teknologi Informasi 

Implementasi teknologi informasi dalam proses hukum acara perdata dapat meningkatkan efisiensi. 

Misalnya, penggunaan sistem manajemen perkara elektronik dapat membantu dalam pengelolaan jadwal 

persidangan, pengajuan dokumen, dan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Hal ini tidak hanya 

mempercepat proses tetapi juga mengurangi biaya operasional yang terkait dengan penyelesaian perkara.  

4. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat 

Penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam utang piutang sangat 

penting. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, diharapkan mereka dapat 

lebih bijaksana dalam mengelola utang piutang dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika 
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terjadi sengketa. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye informasi 

di berbagai media. 

 

 

KESIMPULAN 

Efektivitas proses hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang piutang di pengadilan negeri 

sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Meskipun 

terdapat tantangan seperti penumpukan perkara dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur 

hukum, langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan pendidikan hukum dan penggunaan mediasi dapat 

membantu meningkatkan efektivitas sistem ini secara keseluruhan. Dengan demikian, perlu adanya 

kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang 

lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan. Adapun artikel ini dapat diperluas 

lebih lanjut dengan menambahkan data statistik terkait jumlah kasus utang piutang, studi kasus spesifik dari 

pengadilan negeri tertentu, serta wawancara dengan praktisi hukum untuk memberikan perspektif lebih 

mendalam mengenai isu ini. 
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